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PENDAHULUAN
Pemberian otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada prinsipnya dimaksudkan untuk membantu pemerintah  pusat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan pada umumnya (Davey, 1988 dan Hirawan, 1991). Disamping itu, tujuan lain dari pemberian otonomi daerah adalah untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat terutama dalam masalah keuangan, sehingga daerah diharapkan mampu membiayai keuangannya secara mandiri. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah dalam pegelolaan penerimaan yang berasal dari derah sendiri.

1) staf pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi
Usaha untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan kewenangan harus didukung oleh potensi ekonomi yang dimiliki daerah sebagai basis PAD. Hal ini disebabkan karena kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi kepada daerah sangat tergantung kepada aktifitas ekonomi yang mereka lakukan. Semakin tinggi aktifitas ekonomi yang dilakukan, akan meningkatkan pendapatan yang mereka terima dan seiring dengan hal itu usaha daerah untuk meningkatkan PAD melalui pajak daerah dan  retribusi daerah dapat ditingkatkan. 


Peranan Pendapatan Asli daerah (PAD) di dalam penerimaan Pemerintah Daerah Tingkat I seluruh Indonesia relatif sangat kecil untuk dapat membiayai pembangunan daerah. Sedangkan menurut prinsip otonomi daerah penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara bertahap akan semakin dilimpahkan pada daerah. Dengan semakin besarnya kewenangan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah maka peranan keuangan pemerintah daerah akan semakin penting karena daerah dituntut untuk dapat lebih aktif lagi dalam memobilisasi dananya sendiri (Bachtiar, 1992). Usaha pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan peranan dan kemampuan daerah dalam bidang ekonomi dan pengelolaan keuangan daerah ini, sebenarnya  telah dicanangkan dan dimulai sejak Pelita I (Insunkindro, 1994). 

Keuangan daerah merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengatahui secara nyata kemampuan  daerah  dalam  mengurus  rumah  tangga  sendiri  (Kaho, 1995). Hal ini mengandung pengertian bahwa secara otomatis Pemerintah Daerah juga harus melaksanakan keuangan daerah. Oleh karena itu, perhatian harus dipusatkan pada usaha – usaha untuk memperkuat mata rantai kegiatan yang dapat membangkit  dan meluas  dengan  hubungan  keterkaitan  yang  dimaksud. 

Jaya (1999) menyatakan bahwa sumber pembiayaan pembangunan yang penting untuk diperhatikan adalah penerimaan daerah sendiri, karena sumber inilah yang merupakan wujud partisipasi langsung masyarakat suatu daerah dalam mendukung proses pembangunan. Penerimaan daerah sendiri yang merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak dan retribusi daerah, harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada akhirnya akan menaikkan pendapatan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dipandang sebagai suatu strategi yang memiliki tujuan ganda. Pertama, pemberian otonomi daerah merupakan suatu strategi untuk merespon tuntutan masyarakat daerah terhadap tiga permasalahan utama, yaitu sharing of power, distribution of income, dan kemandirian sistem manajemen di daerah. Kedua, otonomi daerah dimaksudkan sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkokoh perekonomian nasional untuk menghadapi era perdagangan bebas (Mardiasmo, 2002).

Agar tugas pemerintahan yang diamanatkan oleh otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif dibutuhkan sumber keuangan. Masalah keuangan daerah merupakan permasalahan yang esensial dan mendasar, termasuk bagi Pemerintah Kabupaten Merangin. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maupun dalam rangka pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Merangin memerlukan dana operasional. 


Salah satu indikator turunnya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat adalah, meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali sumber – sumber pendapatan daerah, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi sehingga daerah memiliki dana yang signifikan dalam rangka membiayai pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari PAD sangat ditentukan oleh faktor ekonomi atau potensi ekonomi yang memiliki prospek untuk dikembangkan bagi setiap daerah. Sedangkan kemajuan ekonomi suatu daerah sangat tergantung pada upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyediakan fasilitas publik guna mendukung aktifitas ekonomi. 


Usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah, mengalami berbagai kendala, baik dari segi keterbatasan sumber dana itu sendiri maupun dari segi kemampuan dan sistem pengelolaan serta administrasinya. Perkembangan pembangunan daerah menghendaki juga perkembangan di sektor pendapatan daerah ini, yang minimal harus dapat mengimbangi langkah-langkah pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan di daerahnya. 


Pelaksanaan otonomi daerah merupakan proses yang memerlukan keterlibatan segenap unsur dan lapisan masyarakat, serta memberikan kekuasaan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah sehingga peran pemerintah adalah sebagai katalisator dan fasilitator karena pihak pemerintah lah yang lebih mengetahui sasaran dan tujuan pembangunan yang akan dicapai. Sebagai katalisator dan fasilitator tentunya membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung dalam rangka terlaksananya pembangunan secara berkesinambungan.


Sampai saat ini berbagai kebijakan telah diambil oleh pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan daerah di bidang keuangan daerah, karena aspek keuangan daerah menjadi sesuatu yang penting, sebab untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah dibutuhkan dana atau biaya yang cukup besar.

Perumusan Masalah

Pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Merangin yang meningkat dari tahun ke tahun, apakah juga dibarengi dengan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah salah satu sumber pendapatan dalam pembiayaan pembangunan daerah. Sehingga perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut. Maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian adalah :

a. Analisis perencanaan keuangan daerah dari sisi pendapatan daerah.

b. Analisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Merangin. 

Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

a. Menganalisis sumber-sumber pendapatan daerah dan membuat proyeksi pendapatan daerah untuk jangka waktu menengah. 

b. Menganalisis apakah terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah Kabupaten Merangin.

Hipotesis


Berdasarkan  tujuan  penelitian dan perumusan masalah yang dikemukakan di atas,  maka  rumusan  hipotesis  dari  penelitian  ini  adalah : diduga pertumbuhan ekonomi, berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Merangin.

Manfaat Penelitian


Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan manfaat yang berarti yaitu :

a.
Bagi ilmu pengetahuan diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang ilmu keuangan khususnya pengelolaan keuangan daerah.

b.
Dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi daerah, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.

c.
Dapat memperkaya kajian dan melengkapi kajian yang pernah dilakukan sebelumnya tentang keuangan daerah dengan melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) dengan pertumbuhan PAD.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

Dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Davey (1988) mengemukakan bahwa pendanaan pemerintah daerah terdiri dari alokasi pemerintah pusat, perpajakan, retribusi (charging), pinjaman, dan badan usaha. Dalam perspektif otonomi daerah, PAD menjadi sumber keuangan paling utama selain jenis penerimaan daerah lainnya yang merupakan penjabaran dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. 

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 1 ayat 6, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Sedikit berbeda dengan Pajak Daerah, menurut Kaho, (2001) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. Retribusi daerah dipungut oleh daerah, terdapat pemberian prestasi oleh daerah yang secara langsung dapat ditunjuk, dikenakan kepada siapa saja yang mengenyam jasa yang diberikan oleh daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas; a) jasa berupa usaha dan pelayanan yang diberikan oleh daerah, baik berbentuk pelayanan umum maupun jasa usaha; b) pemberian izin tertentu berupa pemberian izin kepada orang pribadi dengan maksud pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan, ruang, penggunaan  sumber daya alam, barang dan prasana, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Keduanya merupakan jasa dan pemberian izin yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pertumbuhan Ekonomi



Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (lihat Todaro, 1998). 


Pertumbuhan ekonomi secara singkat merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang (Boediono, 1992). Pengertian ini menekankan pada tiga hal yaitu proses, output per kapita dan jangka panjang. Proses menggambarkan perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu yang lebih bersifat dinamis, output per kapita mengaitkan aspek output total (PDB) dan aspek jumlah penduduk, sedangkan jangka panjang menunjukkan kecenderungan perubahan perekonomian dalam jangka waktu tertentu yang didorong oleh proses intern perekonomian (self generating). Pertumbuhan ekonomi juga diartikan secara sederhana sebagai kenaikan output total (PDB) dalam jangka  panjang tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih kecil atau lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk atau apakah diikuti oleh pertumbuhan struktur perekonomian atau tidak.

Dalam kaitannya dengan pendapatan daerah, Peacok dan Wiseman (1961) dalam teorinya mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik berkesimpulan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat (lihat Mangkoesoebroto, 1991). Oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Davey (1988) menyatakan bahwa salah satu kriteria untuk menilai potensi pajak daerah adalah elastisitas. Elastisitas dapat dengan mudah diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan-perubahan dalam indeks harga, penduduk, atau GNP. PDRB merupakan alat ukur pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam suatu wilayah atau region pada suatu jangka waktu tertentu. Dari sini dapat di lihat bahwa hubungan elastisitas antara pajak dearah yang diperoleh, dan pertumbuhan ekonomi yang dinilai dari pertumbuhan PDRB per kapita menggambarkan pertumbuhan yang otomatis dari potensi pajak.  Dengan kata lain dalam konteks pajak daerah, semakin tinggi PDRB secara otomatis semakin tinggi pula pajak yang diterima daerah.  

Brata (2004), dalam penelitiannya tentang komposisi penerimaan pemerintah daerah (Pemda Tingkat I) pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia memberikan indikasi adanya disparitas penerimaan Pemda Tingkat I antar provinsi. Disparitas pada komponen-komponen penerimaan tersebut juga tampak kendati tingkat ekonominya seimbang. Adapun dari hasil estimasi ditemukan bahwa tidak seluruh komponen penerimaan Pemda Tingkat I memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang dilihat dari PBRD per kapita. Selain itu terdapat pula indikasi bahwa komponen penerimaan pemerintah daerah tersebut lebih memiliki hubungan yang kuat dengan PDRB non migas daripada PDRB migas. 

Hubungan Antara PDRB dengan Pajak Daerah

Hubungan antara PDRB dengan pajak daerah merupakan hubungan secara fungsional,  karena pajak daerah merupakan fungsi dari PDRB, yaitu dengan meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah dari pajak daerah. Selanjutnya dengan bertambahnya penerimaan pemerintah akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. Begitu juga sebaliknya dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak  dan pungutan lainnya.

Berkaitan dengan pajak daerah yang memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi,  Musgrave (1991)  menyatakan bahwa ada tiga dasar basis pemungutan pajak pusat dan daerah. Dasar basis pemungutan pajak tersebut meliputi pajak daerah maupun pajak pusat yang berbasis pendapatan dan perusahaan (income and corporate), konsumsi (comsumption),  dan kekayaan (wealth). Berdasarkan pendapat Fisher tersebut, maka pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame serta pajak penerangan jalan dikategorikan pajak daerah yang berbasis konsumsi. Senada dengan pendapat tersebut Devas dkk.     (1989) mengemukakan bahwa pajak penerangan jalan adalah konsumsi listrik masyarakat. 

 Peacock dan Wiseman tahun 1961 menyatakan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat, dan semakin meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat (lihat Mangkoesoebroto, 1999). Sehubungan dengan peran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, Miller dan Russex (1997), meneliti pengaruh struktur fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pusat dan daerah di Amerika Serikat, mengatakan bahwa, pertama, peningkatan surplus anggaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi, bila pengeluaran untuk pendidikan atau tranportasi publik dapat ditekan atau coorporate income tax ditingkatkan, kedua, apabila sales tax dan pajak lainnya digunakan untuk transfer payment, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun, tapi apabila coorporate income tax digunakan untuk transfer payment maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat, ketiga, pajak akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi apabila penerimaan negara digunakan untuk membiayai pendidikan, transportasi publik dan keamanan publik.  

Tinjauan Empiris



Berbagai penelitian mengenai aspek yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah telah sering dilakukan oleh para peneliti sebelumnya antara lain seperti : Bachtiar (1992) dalam penelitiannya tentang otonomi dan implikasinya terhadap kemampuan keuangan daerah di Indonesia dengan menggunakan data penerimaan seluruh Daerah Tingkat I Tahun Anggaran 1986/1987 dan 1990/1991, menemukan beberapa fakta. Pertama, bahwa peranan bantuan/sumbangan pemerintah pusat masih sekitar 60% dalam penerimaan daerah dan PAD meningkat sekitar 24% (1990/1991), kedua, dari hasil regresi ditemukan bahwa PDRB adalah salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya PAD dari suatu daerah. Semakin besar PDRB suatu daerah maka akan semakin tinggi PAD dari daerah yang bersangkutan. Jumlah penduduk adalah juga salah satu faktor   yang mempengaruhi besarnya PAD dari suatu daerah. Namun pengaruh pertambahan jumlah penduduk tidak sebesar pengaruh dari penambahan PDRB. 

Kuncoro (1995) memfokuskan pengamatannya pada kenyataan rendahnya PAD sehingga ketergantungan keuangan pemerintah daerah sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Untuk mengurangi subsidi pemerintah pusat, Kuncoro mengajurkan diberikan otonomi keuangan daerah yang relatif luas sehingga daerah mampu menggali sumber-sumber keuangannya sendiri dan memanfaatkannya secara optimal.

Kifliansyah dalam Halim (2000), penelitian tentang analisis realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, studi kasus Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, menemukan fakta bahwa APBD kabupaten sebahagian besar dananya masih bersumber dari alokasi pemerintah/instansi yang lebih tinggi (pemerintah pusat dan provinsi) dan kemampuan PAD untuk menopang pengeluaran baik rutin maupun pembangunan (belanja modal) relatif sangat rendah yaitu kurang dari 5% dari total pengeluaran, sehingga ketergantungan Kabupaten Hulu  Sungai Tengah terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.

METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data


Data yang digunakan untuk mendukung penulisan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi serta laporan keuangan berupa data runtut waktu (time series) dari Tahun  Anggaran 2000 sampai dengan Tahun Anggaran 2006 dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Merangin. 

Model Analisis

Model Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis deskriptif dan kuantitatif. Analisa deskriptif dan kuantitatif diarahkan untuk menganalisis perkembangan perekonomian daerah dan perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Merangin. Kemudian alat analisis yang digunakan adalah sebagai berikut (Halim, 2001) :

a. Elastisitas Total Penerimaan Daerah (TPD) terhadap Produk Domesik Regional Bruto (PDRB)

   




                 % Perubahan TPD

Elastisitas TPD terhadap PDRB = 

   




                 % Perubahan PDRB

b. Analisis Pertumbuhan 
Untuk memprediksi pertumbuhan penerimaan daerah dan perekonomian daerah digunakan formulasi Pt = Po (1+r)t 
c. Pengaruh  Perekonomi terhadap Penerimaan PAD

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif yaitu analisis regresi dan estimasi. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh perkembangan ekonomi terhadap penerimaan PAD digunakan analisis regresi.  PAD = f (PDRB). Signifikansi model akan diuji dengan R square (R2), uji t dan uji F.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2007-2010

Proyeksi pendapatan daerah dihitung berdasarkan angka elastisitas Total Pendapatan Daerah (TPD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku. Elastisitas TPD terhadap PDRB adalah sebagai berikut :

 % Perubahan TPD

Elastisitas TPD terhadap PDRB = 

             % Perubahan PDRB

Tabel  di bawah ini memperlihatkan Total Penerimaan Daerah (TPD) dan   Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  Kabupaten Merangin Tahun 2001 – 2005.

	Tahun
	TPD (Rp.Juta)
	Perubahan (%)
	PDRB (Rp.Juta)
	Perubahan (%)

	2001
	111.471,61
	-
	792.376,03
	-

	2002
	166.678,84
	49,53
	926.853,29
	16,97

	2003
	205.734,05
	23,43
	1.097.130,60
	18,37

	2004
	220.168,06
	7,02
	1.250.199,04
	13,95

	2005
	247.756,90
	12,53
	1.407.080,38
	12,55

	Rerata
	190.361,89
	23,13
	1.094.727,87
	15,46


Sumber : APBD dan PDRB Kabupaten Merangin 2001-2005

Berdasarkan data di atas maka elastisitas TPD terhadap PDRB adalah sebagai berikut :

          23,13

Elastisitas TPD terhadap PDRB = 
              =  1,50

         15,46

Dari angka tersebut dapat diartikan bahwa jika terjadi peningkatan PDRB sebesar 1 satuan maka TPD akan mengalami peningkatan sebesar 1,50 satuan. Jika diasumsi pertumbuhan PDRB mengalami peningkatan setiap tahun sebesar 0,15, maka proyeksi pertumbuhan PDRB per tahun terlihat pada tabel 5.2. Angka 0,15 diperoleh dari angka terendah peningkatan pertumbuhan PDRB selama periode 2002-2005. Dengan diketahui proyeksi pertumbuhan PDRB per tahun maka proyeksi pertumbuhan TPD per tahun juga dapat dihitung. Dengan demikian proyeksi TPD juga dapat dihitung.

	Tahun
	Elastisitas TPD terha-dap PDRB
	Proyeksi Pertumbuhan PDRB (%)
	Proyeksi Pertumbuhan TPD (%)
	Proyeksi TPD (Rp.Juta)

	2007
	1,50
	5,30
	7,95
	453.895,59

	2008
	1,50
	5,45
	8,18
	491.001,57

	2009
	1,50
	5,60
	8,40
	532.245,69

	2010
	1,50
	5,75
	8,63
	578.151,89


Sumber : Diolah sendiri

Selanjutnya untuk menghitung proyeksi besarnya pendapatan daerah menurut jenis pendapatan dapat dilakukan dengan mengalikan proporsi rata-rata untuk masing-masing jenis penerimaan dengan TPD,  seperti  terlihat  pada tabel di bawah ini. 
	No
	Jenis

	Pro-porsi (%)
	2007
	2008
	2009
	2010

	1.
	Pendapatan Asli Daerah
	4.94
	22.422,43
	24.255,46
	26.292,92
	28.560,69

	
	- Pajak daerah
	0.78
	3.549,46
	3.839,63
	4.162,16
	4.521,14

	
	- Retribusi daerah
	1.97
	8.941,74
	9.672,73
	10.485,24
	11.389,59

	
	- Bagian laba BUMD
	0.49
	2.215,01
	2.396,08
	2.597,35
	2.821,38

	
	- Penerimaan lain-lain
	1.70
	7.716,22
	8.347,02
	9.048,17
	9.828,58

	2.
	Pendapatan Yang Berasal dari Pemerintah Lebih Tinggi
	95.06
	431.473,16
	466.746,11
	505.952,77
	549.591,20

	
	- Bagi Hasil Pajak
	12.07
	54.771,58
	59.249,16
	64.226,09
	69.765,59

	
	- Bagi Hasil Bukan Pajak
	3.48
	15.772,87
	17.062,30
	18.495,53
	20.090,77

	
	- Dana Alokasi Umum 
	74.92
	340.072,22
	367.873,13
	398.774,47
	433.168,77

	
	- Dana alokasi khusus 
	3.85
	17.461,36
	18.888,83
	20.475,49
	22.241,50

	
	- Penerimaan Lainnya 
	0.75
	3.395,13
	3.672,69
	3.981,19
	4.324,57

	
	Jumlah
	100.00
	453.895,59
	491.001,57
	532.245,69
	578.151,89


Sumber : Diolah sendiri

Dari data hasil proyeksi pendapatan daerah pada tabel di atas, menunjukkan bahwa dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 terjadi peningkatan pertumbuhan pendapatan daerah rata-rata sebesar 7,74%. Proyeksi ini dibuat dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Merangin mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 mengalami pertumbuhan yang konstan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 diperkirakan sekitar 5,75%. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merangin akan mengalami pertumbuhan yang optimis meningkat setiap tahunnya seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian secara nasional.

Pengaruh Perekonomian Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Untuk melihat pengaruh perkembangan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah dilakukan dengan regresi sederhana (simple regression) antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai independent variabel dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai dependent variabel. Sesuai dengan kerangka pemikiran bahwa perkembangan perekonomian akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Semakin baik perekonomian atau semakin meningkat nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing sektor dalam perekonomian maka kemampuan atau potensi masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi akan semakin meningkat.

Dari hasil regresi diperoleh R square sebesar 0,972, berarti peningkatan pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh peningkatan nilai tambah dalam perekonomian sebesar 97,2 %, sedangkan sisanya sebesar 2,8 % dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Data ini mengindikasikan bahwa perkembangan ekonomi daerah sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan PAD. 

Untuk melihat pengaruh independent variable terhadap dependen variable dalam hal ini pengaruh peningkatan perekonomian terhadap peningkatan pendapatan asli daerah adalah dari F hitung atau t hitung. Dari hasil regresi diperoleh F hitung sebesar 137,168 dengan tingkat signifikansi yang sangat tinggi (lebih kecil dari 0,001), dan t hitung sebesar 11,71 yang juga mempunyai tingkat signifikansi sangat tinggi (lebih kecil dari 0,001) . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkembangan ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Merangin.

Dari hasil regresi diperoleh koefisien korelasi positif sebesar 0,015, berarti bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Merangin. Jika terjadi peningkatan produk domestik regional bruto sebesar 1 satuan akan meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 0,015. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkembangan perekonomian Kabupaten Merangin berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Merangin. Jika terjadi peningkatan perekonomian, maka pendapatan asli daerah Kabupaten Merangin akan mengalami peningkatan.

Manajemen Peningkatan Penerimaan PAD di Kabupaten Merangin

Dalam  rangka pembiayaan pemerintah daerah yang dibiayai atas dari dan atas  beban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)         Kabupaten Merangin, maka pertama yang menjadi perhatian adalah seberapa besar pendapatan yang diterima oleh daerah. Secara obyektif Kabupaten Merangin dengan kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkisar sekitar 5% dari total penerimaan daerah, maka pemerintah daerah berusaha menggali dan mengembangkan potensi penerimaan daerah khususnya untuk meningkatkan penerimaan PAD. Pada komponen PAD, dari analisis data penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan, ternyata kenaikan  penerimaan daerah dari retribusi daerah selama periode analisis lebih tinggi dibandingkan dengan rasio kenaikan penerimaan daerah dari pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih merasa rela membayar retribusi daerah dari pada pajak daerah yang manfaat/kontraprestasinya tidak dirasakan langsung oleh wajib pajak.

Hal yang paling menarik untuk dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin dalam rangka untuk mengurangi tingkat ketergantungan keuangan pada Pemerintah Pusat yang pada akhirnya akan mandiri dalam pembiayaan pembangunan adalah adanya suatu aktor stimulator untuk peningkatan PAD. Apabila masih berharap kepada masyarakat tentu tidak akan pernah perolehan PAD melebihi 5% dari total penerimaan daerah. Hal ini dikarenakan kondisi Kabupaten Merangin sendiri yang memang tidak memungkinkan untuk menarik pajak dan retribusi daerah yang relatif besar kepada masyarakat. 

Aktor stimulator ini dapat berupa pembentukan suatu badan atau perusahaan daerah yang akan mengelola usaha-usaha ekonomi yang dimungkinkan dilakukan oleh pemerintah daerah. Kabupaten Merangin sendiri sampai saat ini belum memiliki badan atau perusahaan daerah yang bergerak dalam usaha perekonomian. Di sisi lain Kabupaten Merangin mempunyai beberapa tempat perkebunan karet yang tidak secara optimal diusahakan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial. Apabila ada suatu wadah yang dibentuk untuk pengelolaan aset ekonomi daerah ini dan dimanage oleh orang-orang yang profesional, bukan suatu hal yang mustahil bahwa penerimaan daerah akan sangat meningkat dari usaha yang diurus secara profesional.

Disamping yang disebutkan di atas adalah perlunya menjadikan daerah Kabupaten Merangin sebagai daerah yang menarik untuk berinvestasi. Strategi yang dapat ditempuh dalam rangka menarik investasi ke daerah, pertama, memberikan fasilitas kemudahan di bidang permodalan dan perijinan untuk kegiatan industri, kedua, menjamin kontinuitas bahan suplai baku industri, ketiga, menjamin keamanan bagi pengusaha yang berinvestasi di daerah, keempat, di bidang perpajakan membeikan tax holiday bagi industri yang baru tumbuh di daerah baik itu industri yang murni dikelola oleh pihak swasta maupun usaha yang dikelola oleh perusahaan daerah, misalnya untuk tidak mengenakan pajak dan retribusi daerah dalam kurun waktu satu atau dua tahun atau sampai industri atau usaha tersebut telah benar-benar dapat beroperasi secara normal. 

PENUTUP

Kesimpulan
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka hasil penelitian dapat  disimpulkan sebagai berikut :

a. Sumber-sumber pendapatan daerah mulai dari tahun 2000 sampai tahun 2006 masih didominasi oleh  pendapatan yang berasal dari pemerintah yang lebih tinggi. Komponen terbesar masih bersumber dari Dana Alokasi Umum, dimana proporsi tertinggi adalah sebesar 81,98% pada tahun 2002 dan proporsi Pendapatan Asli Daerah tertinggi sebesar 2,58% pada tahun 2004 dan pada tahun 2006 sebesar 67,68%. Diikuti dengan penerimaan dari bagi hasil pajak dan bukan pajak. 

b. Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Merangin menunjukkan bahwa masih sangat kecil, dengan rata-rata 4,94% dari seluruh total APBD. Dari hasil proyeksi Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa komponen ini masih tetap kecil  kontibusinya dalam penerimaan daerah. Artinya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat juga masih tinggi.

c. Dari hasil regresi diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,015. Hal ini berarti bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Merangin. Jika terjadi peningkatan produk domestik regional bruto sebesar 1 satuan akan meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 0,015. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi daerah terhadap penerimaan pendapatan asli derah.

Saran
Dari kesimpulan di atas, beberapa hal yang dapat ditempuh dalam perencanaan penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Merangin yakni :

a. Untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal keuangan daerah untuk pembiayaan pembangunan, hal menarik yang dapat dilakukan adalah adanya suatu aktor stimulator untuk peningkatan PAD, misalnya dengan pembentukan badan usaha atau perusahaan daerah yang mengelola usaha-usaha yang dimungkinkan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin yang dapat diandalkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.

b. Iklim investasi yang mendukung dunia usaha dan kegiatan investasi di daerah harus dikembangkan terutama dengan menyempurnakan sarana dan prasarana dasar yang diperlukan bagi pengembangan dunia usaha. Dengan berkembangnya pembangunan ekonomi daerah maka diharapkan peningkatan produksi dan pada akhirnya penghimpunan dana dari masyarakat akan dapat dikembangkan.
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This article intends to analysis regional revenue resources, to forecaste revenue and analize  relationship between regional economic growth and receive of Pendapatan Asli Daerah (PAD) in  Merangin Regency. This article shows 0,015, positive corelation. It’s  mean that regional economic growth have positive influnced to receive of Pendapatan Asli Daerah (PAD) Merangin Regency. If  Gross Domestic Product (GDP) growing up 1 per cent, receive of Pendapatan Asli Daerah (PAD) will be grow 0,015 per cent.
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